Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUS AN
Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—————————— Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana
pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Subaedah Als Suba Binti Cabu.

Tempat lahir : Bulukumba.

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1987.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan . Indonesia;

Tempat tinggal . JI Sungai Bialo Kel Kasimpureng Kec Herlang Kab
Bulukumba;

Agama . Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

---------- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus i2019 sampai dengan tanggal 1
September 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2
September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;

3. Penyidik perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai
dengan tanggal 10 Nopember 2019;

4. Penuntut Umum , sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal
12 Nopember 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

---------- Pengadilan Negeri tersebut;

__________ Telah membaca,;
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1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25 Oktober
2019, Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN BIk., tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor: Nomor
174/Pid.Sus/2019/PN Blk., tanggal 25 Oktober 2019;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25
Oktober 2019, Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN.Blk. tentang Penetapan Hari
Sidang;

4. Berkas perkara Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk atas nama Terdakwa
Subaedah Als Suba Binti Cabu beserta seluruh lampirannya;

---------- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa

barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

—————————— Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti CABU telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ sebagaimana
yang terurai dalam Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti
CABU dengan pidana penjara selama 7_(tujuh) tahun dan pidana

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1
(satu) bulan penjara.

3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang dijalani
terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti CABU supaya dikurangkan
terhadap pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti CABU tetap
ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Xcom warna putih

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
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2. Menetapkan kepada terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti CABU
supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
3. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 200
menentukan bahwa”Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan
Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”’dengan demikian maka
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memberikan Putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti
layaknya  Penuntut Umum  membacakan tuntutan ditanda
tangani,langsung diserahkan seketika Kepada Majelis Hakim dan

Terdakwa

—————————— Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan
yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena
Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjaniji
tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

—————————— Menimbang, bahwa atas Terdakwa tersebut, Penuntut Umum
menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga Terdakwa menyatakan
tetap pada permohonannya;

—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum |,
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:
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Bahwa terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA Binti CABU pada hari Rabu
tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya
masih dalam tahun 2019, bertempat di Jin.Dato tiro Kel.Ela-ela atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan
mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP, “yang tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan | dalam bentuk bukan tanaman
berupa shabu sebanyak 1(satu) sachet dengan berat netto 0,0755
gram , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Dengan cara-cara

sebagai berikut : -

[0 Berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00
Wita di pasar sentral Bulukumba Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN Bin
TARUDDING menyerahkan uang kepada terdakwa SUBAEDAH ALS
SUBA BINTI CABU sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu
rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu,dan kemudian terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU menambahnya sebesar Rp
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU pergi membeli narkotika Jenis
Shabu kepada Sdr. ANDRI GUNAWAN(DPO) dan setelah itu terdakwa
membawa 1 (satu) sachet shabu tersebut untuk bertemu dengan
Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN Bin TARUDDING diJalan Pisang
Kel.Loka Kec.Ujung Bulu dan menyerahkan shabu tersebut yang
rencana akan dipakai bersama-sama,namun sebelum memakai
bersama-sama terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU pulang
kerumah kemudian kerumah sakit dan Sdr.ANDI Als ANTO RISWAN
BIN TARUDDING pergi kewisma dato tiro dan ketika terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU sebelum keWisma Dato tiro
ditangkap oleh petugas kepolisian Bulukumba

[0 Bahwa terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU juga
mengkonsumsi shabu pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan tujuan

untuk dipakai kerja menjual baju dipasar
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0 Adapun barang bukti yang dikiim kepada Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Makassar di Makasar berupa:

0 I1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto
0.0755 gram yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF (+)

0 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan
berat netto 0,0031 gram vyang diberi nomor barang bukti
7985/2019/NNF(+)

0 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor
barang bukti 7985/2019/NNF (-)

0 1(satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ALS ANTO ALS RISWAN
BIN TARUDDING yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF(+)

[0 1(satu) botol plastik berisi urine milik SUBAEDAH Als SUBA binti CABU
yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF(-)
berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di

Makasar Nomor LAB : 3278/NNF/vIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019

yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang

Makasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk
Narkotika golongan | menurut Undang-undang RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

------------- Bahwa terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA Binti CABU pada hari
Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-
tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jin.Dato tiro Kel.Ela-ela
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa
dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP “yang tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman berupa shabu

sebanyak 1(satu) sachet dengan berat netto 0,0755 gram , perbuatan
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mana dilakukan oleh terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU

dengan cara-cara sebagai berikut :

00 Berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00
Wita di pasar sentral Bulukumba Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN Bin
TARUDDING menyerahkan uang kepada terdakwa SUBAEDAH ALS
SUBA BINTI CABU sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu
rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu,dan kemudian terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU menambahnya sebesar Rp
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU pergi membeli narkotika Jenis
Shabu kepada Sdr. ANDRI GUNAWAN(DPO) dan setelah itu terdakwa
membawa 1 (satu) sachet shabu tersebut untuk bertemu dengan
Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN Bin TARUDDING diJalan Pisang
Kel.Loka Kec.Ujung Bulu dan menyerahkan shabu tersebut yang
rencana akan dipakai bersama-sama,namun sebelum memakai
bersama-sama terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU pulang
kerumah kemudian kerumah sakit dan Sdr.ANDI Als ANTO RISWAN
BIN TARUDDING pergi kewisma dato tiro dan ketika terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU sebelum keWisma Dato tiro
ditangkap oleh petugas kepolisian Bulukumba

[0 Bahwa terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU juga
mengkonsumsi shabu pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan tujuan
untuk dipakai kerja menjual baju dipasar

[0 Adapun barang bukti yang dikiim kepada Kepala Laboratorium
Forensik Cabang Makassar di Makasar berupa:

00 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto
0.0755 gram yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF (+)

[0 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan
berat netto 0,0031 gram vyang diberi nomor barang bukti
7985/2019/NNF(+)

0 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor
barang bukti 7985/2019/NNF (-)

0 1(satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ALS ANTO ALS RISWAN
BIN TARUDDING yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF(+)
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0 1(satu) botol plastik berisi urine milik SUBAEDAH Als SUBA binti CABU
yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF(-)
berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di
Makasar Nomor LAB : 3278/NNF/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019
yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang
Makasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk
Narkotika golongan | menurut Undang-undang RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

————————————— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

——————————————— Bahwa terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA Binti CABU pada hari

Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau
setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jin.Dato tiro
Kel.Ela-ela atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang
berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84
KUHAP “melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika
golongan | bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA Binti CABU dengan cara-cara sebagai berikut :

[ Berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00
Wita di pasar sentral Bulukumba Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN Bin
TARUDDING menyerahkan uang kepada terdakwa SUBAEDAH ALS
SUBA BINTI CABU sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu
rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu,dan kemudian terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU menambahnya sebesar Rp
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa
SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU pergi membeli narkotika Jenis
Shabu kepada Sdr. ANDRI GUNAWAN(DPO) dan setelah itu terdakwa
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membawa 1 (satu) sachet shabu tersebut untuk bertemu dengan

Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN Bin TARUDDING diJalan Pisang

Kel.Loka Kec.Ujung Bulu dan menyerahkan shabu tersebut yang

rencana akan dipakai bersama-sama,namun sebelum memakai

bersama-sama terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU pulang
kerumah kemudian kerumah sakit dan Sdr.ANDI Als ANTO RISWAN

BIN TARUDDING pergi kewisma dato tiro dan ketika terdakwa

SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU sebelum keWisma Dato tiro

ditangkap oleh petugas kepolisian Bulukumba

[0 Bahwa terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA BINTI CABU juga
mengkonsumsi shabu pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan tujuan
untuk dipakai kerja menjual baju dipasar

0 Adapun barang bukti yang dikirim kepada Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Makassar di Makasar berupa:

0 I1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto
0.0755 gram yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF (+)

0 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan
berat netto 0,0031 gram vyang diberi nomor barang bukti
7985/2019/NNF(+)

0 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor
barang bukti 7985/2019/NNF (-)

[0 1(satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ALS ANTO ALS RISWAN
BIN TARUDDING yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF(+)

[0 1(satu) botol plastik berisi urine milik SUBAEDAH Als SUBA binti CABU
yang diberi nomor barang bukti 7985/2019/NNF(-)
berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di

Makasar Nomor LAB : 3278/NNF/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019

yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang

Makasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk
Narkotika golongan | menurut Undang-undang RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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---------- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa la telah mendengar dan
mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa maupun
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

---------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan
disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

1. Saksi Furwandi Baso.SH, di bawah sumpah di persidangfan yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi tidak kenal dengan
terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kerja atau hubungan
keluarga dengan terdakwa SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU adalah saksi FURWANDI
BASO dan saksi AIDIL ASKAR yang yang merupakan Anggota
satuan Narkoba Polres Bulukumba

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07
Agustus 2019 sekira jam 21.30 wita di BTN 1 kel.Loka Kec.Ujung
Bulu Kab.Bulukumba

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU ditemukan barang berupa 1
(satu) buah Handphone yang dipakai untuk memesan Shabu

- Berawal dari Pengembangan ketika dilakukan penangkapan terhadap
Sdr ANDI ANTO Als ANTO bahwa ketika ditangkap pada hari Rabu
tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.dato tiro
ditemukan 1(satu) sachet shabu,l(satu) batang kaca pyrex,1(satu)
batang pipet sendok shabu,1(satu) buah bong atau alat hisap,dan
pada saat ditanya oleh polisi dimana didapat shabu tersebut
diperoleh,dan dijawab oleh Sdr.ANDI ANTO Als ANTO bahwa barang
tersebut diperoleh dari terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti
CABU,kemudian polisi langsung mencari terdakwa SUBAEDAH Als
SUBA BINTI CABU pada saat itu juga langsung dilakukan pencarian
dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU di BTN 1 Kab.Bulukumba
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—————————— Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa
tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Aidil Askar Bin Rustam;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi kenal dengan
terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kerja atau hubungan
keluarga dengan terdakwa SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU.

-Bahwa vyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU adalah saksi FURWANDI
BASO dan saksi AIDIL ASKAR BIN RUSTAM yang yang merupakan
Anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07
Agustus 2019 sekira jam 21.30 wita di BTN 1 kel.Loka Kec.Ujung
Bulu Kab.Bulukumba

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU ditemukan barang berupa 1
(satu) buah Handphone yang dipakai untuk memesan Shabu

- Berawal dari Pengembangan ketika dilakukan penangkapan terhadap
Sdr ANDI ANTO Als ANTO bahwa ketika ditangkap pada hari Rabu
tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.dato tiro
ditemukan 1(satu) sachet shabu,l(satu) batang kaca pyrex,1(satu)
batang pipet sendok shabu,1(satu) buah bong atau alat hisap,dan
pada saat ditanya oleh polisi dimana didapat shabu tersebut
diperoleh,dan dijawab oleh Sdr.ANDI ANTO Als ANTO bahwa barang
tersebut diperoleh dari terdakwa SUBAEDAH Als SUBA Binti
CABU,kemudian polisi langsung mencari terdakwa SUBAEDAH Als
SUBA BINTI CABU pada saat itu juga langsung dilakukan pencarian
dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
SUBAEDAH Als SUBA BINTI CABU di BTN 1 Kab.Bulukumba.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa

membenarkanya;
—————————— Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim,

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan

saksi yang meringankan (saksi a de charge);
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—————————— Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07
Agustus 2019 sekira jam 21.30 wita di BTN 1 kel.Loka Kec.Ujung Bulu
Kab.Bulukumba

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian
menemukan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa yang dipakai
untuk memesan Shabu

- Bahwa terdakwa menerangkan memesan shabu tersebut dengan
harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana
terdakwa ada menambahkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
sedangkan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) milik dari
Sdr.ANDI ALS ANTO Als RISWAN dan Shabu tersebut menurut
terdakwa diperoleh dari lelaki yang bernama ANDRI GUNAWAN(DPO)

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut yang rencananya akan
dipakai secara bersama-sama dengan Sdr.ANDI Als ANTO Als RISWAN
,hamun sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Sat Narkoba
Polres Bulukumba

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari siapapun atau pihak yang
berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa
sudah menkonsumsi shabu sebanyak 2(dua) kali.

--------- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3278/NNF/I/2019 tanggal
19 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Para Pemeriksa atas perintah Kepala
Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah melakukan pemeriksaan
atas barang bukti yang disita dari terdakwa.

—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

—————————— Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan
suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

---------- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu melanggar Pasal 114 ayat
(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar Pasal 112
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Oleh
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karena itu Majelis Hakim berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang
paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan;
---------- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana
sebagai pengedar narkotika golongan | dengan memperoleh keuntungan yang
dilakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Ketentuan Pasal 112 ayat (1)
menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan | bukan tanaman, sedangkan ketentuan Pasal 127 ayat
(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan kepada pelaku
tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan
korban penyalahgunaan narkotika;
—————————— Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasak 114 ayat (1)
dan Pasal 112 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para
pengedar Narkotika hanya perbedanya pada Pasal 114 ayat (1) Palaku
bersifat aktif sedangkan pada Pasal 112 ayat (1) Pelaku bersifat pasif. Namun
yang paling penting untuk membedakan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112
ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari
penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian
Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini
sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan
hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki
narkotika golongan | sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal
112 ayat (1) tersebut diatas;
—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk
membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Ketentuan Pasal 114
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
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—————————— Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur setiap orang;
---------- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa
saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang
kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama
Subaedah Als Suba Binti Cabu, dimana yang bersangkutan telah
membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa
yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab
semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini
adalah Terdakwa Subaedah Als Suba Binti Cabu sehingga dalam hal ini tidak

terjadi Error in Persona;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

—————————— Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa
ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan | selain untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau tekhnologi serta
reagensa patogentik atau reagensa laboratorik. Sedangkan yang dimaksud
dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan
dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan peraturan pelaksananya;

—————————— Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, yang dibedakan atas Golongan | sebanyak 65 jenis, Narkotika

Golongan Il sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan Il sebanyak 14 jenis;
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menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I;

---------- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk
dijual adalah melakukan penawaran atau propagranda mengenai sesuatu
barang agar dapat dibeli oleh orang, dijual adalah diberikan kepada orang lain
agar orang memberikan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada
orang lain untuk memperoleh uang, membeli adalah menguasai dengan cara
membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; menerima
adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, menjadi perantara adalah
yang menjadi penghubung, penengah, makelar, calo untuk memperoleh
sesuatu barang yang diperjual belikan, menukar adalah memberikan suasuatu
agar diganti dengan sesuatu barang tertentu oleh orang lain, menerima
adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.
Dan barang yang dimaksud untuk ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau diserahkan
tersebut adalah Narkotika golongan | bukan tanaman sebanyak 65 jenis
sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika,;

—————————— Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan
apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpunuhi pula unsur ini;

---------- Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif
tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi selaku polisi
penangkap,dan  dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil
pemeriksaan laboratories kriminalistik serta surat-surat dalam berkas perkara
penyidik yang didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam
persidangan ini terungkap bahwa berawal dari terdakwa membeli sabu dari
Andri seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah
mendapatkan sabu terdakwa menghubungi lelaki Andi als Anto lalu terdakwa
menyerahkan satu sahet sabu tersebut kepada lelaki lelaki Andi als Anto.
—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis
Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang
berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika

golongan I;
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—————————— Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan |
hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau
pengembangan teknologi atau reagensa patogentik atau reagensa laboratorik
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika
Golongan | ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta
berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan
Narkotika Golongan | untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam
pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal
11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan
penyimpan Narkotika Golongan | dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta
penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal
41); Adapun ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan
Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan
tetapi hanya untuk Narkotika golongan Il dan Ill. Dengan demikian izin
kegiatan produksi, penyimpan, penyaluran dan penggunaan narkotika
golongan | dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada
perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga
pendidikan dan pelatihan tertentu;

---------- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa
sebagai perorangan/individu tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima,
memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud, dihubungkan dengan
fakta bahwa terdakwa membeli dari lelaki Andika dan menyimpannya untuk di
jual lagi terdakwa dalam hal itu tidak memiliki ijin sama sekali dari pejabat yang
berwenang;

———————————————— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan
dengan ketentuan penyelenggaran dan penggunaan narkotika golongan |
tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali bukan merupakan
badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau
pengembangan tekhnologi atau untuk kepentingan regensia patogentik atau
regensia laborataories; Oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang
menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak;

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan |;
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—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur menawarkan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan | telah pula terpenuhi;

---------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan
tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut
Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur — unsur
dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan | bukan
tanaman;

—————————— Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahankan pada
diri Terdakwa;

---------- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama
persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal — hal yang dapat
melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan
kepadanya ;

—————————— Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193
ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

—————————— Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa
tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat
martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan
mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi
perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali oleh
masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa
keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

—————————— Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terhadap Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

membrantas peredaran gelap narkotika;
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- Terdakwa turut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya tersebut;
—————————— Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap Terdakwa dalam Pasal
114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat
kumulatif antara pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan pula
menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar
putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana termuat
dalam amar putusan ini;
---------- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan
penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa
tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk
mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada
dalam tahanan;
—————————— Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan
pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222
ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
---------- Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan — peraturan lain yang berkaitan dengan perkara

ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subaedah Als Suba Bin Cabu terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak
menjadi perantara dan jual beli Narkotika Golongan | Bukan Tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu
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milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Xcom warna putih di
rampas untuk negara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

—————————— Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019
oleh kami Ilwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi,
Nursinah, S.H.,M.H.,dan Irvino SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota
dengan dibantu oleh Adianto, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Bhudi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

Nursinah, S.H.,M.H. Iwan Harry Winarto,S.H.,M.H

Irvino, S.H.

Panitera Pengganti

Adianto, S.H.MH.
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